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This research investigates the effectiveness of the Village Information System (SID) in
improving public services in Sekardangan Village, focusing on the period of 2020-2022. The
descriptive qualitative method is employed, utilizing primary and secondary qualitative data
sources, including library research and interviews with the village head and operators.
Results reveal that Sekardangan Village provides effective, fast, precise, and efficient
services. However, the web-based SID has not been fully effective due to challenges faced by
elderly residents with limited socialization from local government. This study contributes to
the understanding of smart governance and the role of information systems in enhancing
village administration services.

Highlight :

The study analyzes the effectiveness of the Village Information System (SID) in
improving public services in Sekardangan Village, focusing on the period of
2020-2022.
Qualitative data sources, including library research and interviews with the village
head and operators, were utilized to assess the effectiveness of the SID.
The results indicate that while Sekardangan Village provides effective, fast, precise,
and efficient services, the web-based SID has not been fully effective due to challenges
faced by elderly residents with limited socialization from the local government.
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  Pendahuluan  
Pelayanan publik dikaitkan dengan peningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui
peningkatan dan pemerataan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukan bahwa pembangunan
fasilitas publik harus disertai dengan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri,
sehingga secara maksimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat didaerah.
Dalam pembangunan nasional pemerintah banyak bergantung pada kinerja dan kemampuan
pegawai sipil. Kedudukan dan peranan aparatur pemerintah sangat penting dalam menentukan
keberhasilan dan pembangunan nasional[1].

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut setiap negara untuk
bisa mengikuti perkembangan zaman. Berbagai program teknologi informasi dan komunikasi yang
berkembang semakin canggih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu
memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi.[2] Perkembangan teknologi informasi dan

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
1/13 



Indonesian Journal of Public Policy Review
Vol 25 No 1 (2024): January, DOI 10.21070/ijppr.v25i1.1367
Public Policy

komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitas hariannya. Perkembangan
teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan setiap instansi harus berbenah, dalam berbagai
hal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien yaitu dengan selalu
update serta melek teknologi informasi.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat harus
bertanggung jawab dan berupaya menyediakan pelayanan yang terbaik demi meningkatkan
pelayanan publik. Selain itu kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh penyedia layanan publik. Oleh sebab itu, pelayanan publik harus
difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas dan
kauntitas

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan
wewenang di dalam penyelenggaraan pelayan publik dengan persetujuan bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli
2009 Indonesia mengesahkan Undang – Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik[2].
Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.
Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa
yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang didalamnya tercantum beberapa pasal berkaitan
dengan pemerintah desa[3]. Kedudukan SID bagi masyarakat desa sangat penting sekali
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang
terdapat pada Pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa pasal tersebut menjelaskan bahwa
pemerintah diharuskan menerapkan SID di desa demi melayanasi masyarakat desa[4]. Dengan
Demikian, masyarakat bisa mengakses informasi desa dengan mudah. Pasal 86 dalam Undang-
Undang Desa mejelaskan bahwa Kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan praktik SID.
Sistem Informasi Desa memiliki data yang berkesinambungan,baik data yang berasal dari
kabupaten maupun pusat, pun data dari desa ke kabupaten hingga pemerintah pusat melalui jalur
resmi negara. Sistem Informasi Desa merupakan jalan bagi desa untuk bisa membangun desa
berdasarkan data yang jelas dan terbaru. Ia merupakan gambaran demokratisasi dalam hal akses
data dan akses pertimbangan dalam menentukan kebijakandi tingkat desa.

Pelayanan yang prima dan cepat berdampak pada kepuasan masyarakat. Sedangkan pelayanan
yang buruk, lambat membuat masyarakat tidak puas dan berdampak pada kejengkelan serta
memperburuk pemerintah sebagai pelayan publik. Masyarakat harusnya butuh cepat sedangkan
pelayanan lambat, mengganggu semua aktivitas dan harapan manusia dalam kelangsungan
kehidupan bermasyarakat terutama terkait dengan tertib administrasi. Oleh karena itu, perlu
adanya sistem yang bisa membantu dalam proses pelayanan publik. Perlu ada inovasi sehingga
dalam pelayanan bisa efektif dan efisien. Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan
cara tertentu memerlukan kepekaan agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan[5].

Dalam PerBup Sidoarjo No 46 Tahun 2020 terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, serta pengaturan teknis dengan memperhatikan regulasi daerah dan kearifan lokal
Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk muatan lokal.
Menurut PerBup tersebut, tujuan di tetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan Desa dan Kelurahan.[7]

Pada hal ini pemerintah Kelurahan atau Desa harus membuat suatu Sistem Informasi Desa (SID)
untuk masyarakat, dengan kemajuan teknologi dapat digunakan dari suatu kondisi yang kurang
baik menuju pada kondisi yang lebih baik. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan implementasi e-
government sebagai salah satu wujud penyelesaian masalah yang muncul pada tatanan
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Pemerintahan Desa. Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi
Desa[6]. Sistem Informasi Desa ini merupakan sebuah sistem informasi yang menghubungkan antar
fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Adanya Sistem Informasi Desa
(SID), dapat membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa untuk membangun
desanya secara demokratis melalui penggunaan software. Program Sistem Informasi Desa (SID)
dapat membantu pemerintahan desa dan masyarakatnya, yakni untuk mendokumentasikan data-
data milik desa maupun kegiatan masyarakat desa menjadi lebih mudah.

SID yang mengacu pada pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan desa dengan Digital
Governance. Digital governance sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi oleh
pemerintah untuk menawarkan informasi dan layanan kepada penduduknya, urusan bisnis, dan
topik terkait pemerintah lainnya. Pada penerapan digital governance salah satunya yaitu
pembuatan website desa. Website desa merupakan sebuah situs web yang terdiri dari kumpulan
teks, gambar, suara, atau video yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet atau jaringan
area lokal (LAN) menggunakan URL, dalam pembuatan website memuat beberapa hal persyaratan
yang membutuhkan kolaborasi bersama pihak desa serta diskominfo.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Efektivitas Sistem Informasi Desa
(SID) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima, Cepat, dan Efisien di Kelurahan
Sekardangan.

Pertama, penelitian yang dilakakukan oleh Apriyansyah, Isnaini Maullidina, Eko Priyo Purnomo
tahun 2018 dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan
Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul”. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Efektifitas Sistem Informasi
Desa (SID) dalam Sumber Daya Manusianya berada pada posisi kurang efekif, hal tersebut
dikarenakan para pegawai belum semuanya bisa membuat konten terkait informasi yang baik
seperti membuat berita dan artikel yang menarik. Selain itu kurangnya regenerasi di dalam
struktur Pemerintahan Desa Dlingo[7].

Kedua, penelitian tersebut dilakukan oleh Hazira Maharani, Maria Ulfa tahun 2022 yang berjudul
“Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Web”. Jenis penelitian ini
adalah dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa
Sistem Informasi Desa dengan sistem yang sudah terkomputerisasi. Sistem tersebut dapat
memberikan informasi laporan dan pelayanan administrasi dengan lebih efektif sehingga perangkat
desa dapat lebih mudah dalam pelayanan terhadap masyarakat[8] .

Ketiga, penelitan tersebut dilakukan oleh Yogi Sabenna tahun 2019 yang berjudul “Efektivitas
Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Murtigading, Kecamatan
Sanden, Kabupaten Bantul”. Penelitian ini, jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini. Adalah teori efektivitas. Dari penelitian tersebut menujukan bahwa
efektivitas Sistem Informasi Desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Murtigading
masih memiliki kekurangan yaitu akses dan kepuasan penggunaan. Akses tidak terpenuhi karena
masyarakat yang usianya lanjut sering terkendala dalam mengaksesnya karena kurangnya
perhatian pemerintah untuk bersosialisasi kepada masyarakat yang usianya lanjut sehingga rata-
rata pengguna Sistem Informasi Desa yaitu yang usianya masih muda[9].

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui seberapa efektivitas Sistem Informasi Desa di
Sekardangan dengan Teori Martin dan Lubis Teori Efektivitas yang terdiri dari 3 pendekatan yaitu
1) Pendekatam Sumber (resourceapproach), 2) Pendekatan Proses (processapproach, 3)
Pendekatan Sasaran (goalsapproach).[10]Dalam pendekatan sumber (resource approach)
ditunjukkan pada sumber daya manusia yang berkaitan dengan operator Sistem Informasi Desa
atau yang menjalankan Sistem Informasi Desa, sudah memberikan kinerja yang baik dan sesuai apa
yang ditentukan oleh Kelurahan. Namun terdapat kendala pada Sistem Informasi Desa berbasis
Website yang dimana masih banyak kalangan yang usianya sudah berumur belum sepenuhnya
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paham dan mengetahui teknologi. Pada Pendekatan Proses (processapproach) dalam kualitas
pelayanan yang diberikan Kelurahan Sekardangan kepada masyarakat setempat sehingga
masyarakat merasa puas atas kinerja yang diberikan oleh kelurahan sekardangan. Namun dalam
Efektifitas Sistem Informasi Desa terdapat kendala kurangnya perhatian masyarakat desa
mengenai informasi di Kelurahan Sekardangan. Pada website juga hanya menampilkan struktur
pemerintah desa. Tidak adanya informasi yang menunjukkan tentang pengembangan desa seperti
program kerja, event ataupun laporan dana desa yang dikeluarkan berbentuk fisik. Di Pendekatan
Sasaran (goalsapproac) Kelurahan Sekardangan adanya kepercayaan dalam memberikan pelayanan
yang terbaik dan menjadi salah satu tujuan bagi pemerintah Kelurahan Sekardangan untuk selalu
konsisten dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kelurahan Sekardangan menerapkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Website Kelurahan
Sekardangan mulai aktif pada tahun 2022 sejak diterapkannya Sistem Informasi Desa di Kecamatan
Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Website tersebut dikelola oleh Operator Kelurahan Sekardangan.
Pemanfaatan website Sekardangan sebagai media informasi untuk masyakat yang seharusnya
memuat berbagai macam kegiatan atau aktifitas yang ada di Kelurahan Sekardangan. Kelurahan
Sekardangan membangun desa dengan melihat situasi perkembangan zaman yang mengharuskan
membuat suatu perubahan yang mengikuti alur zaman. Kelurahan Sekardangan menerapkan
Sistem Informasi Desa yang membuktikan bahwa mereka mampu membuat suatu perubahan dalam
mengelola Sistem Informasi Desa untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan efisien.
Penerapan SID memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk meningkatkan ketersediaan data bagi
proses pembangunan desa, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya hak akses
masyarakat desa terhadap informasi pembangunan desa, untuk meningkatkan pengelolaan seluruh
potensi desa, untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi, dan
memperkuat modal sosial masyarakat desa.

Pada Sistem Informasi Desa di Kelurahan Sekardangan terdapat beberapa kendala yang umumnya
dihadapipemerintah kelurahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Figure 1. 

Dilihat dari tabel diatas penggunaan sistem berbasis web ini mengalami kesulitan bagi masyarakat
yang usianya lanjut atau sudah berumur usia 50-60 tahun, Mereka merasa kesulitan dalam
mengakses sistem informasi berbasis online ini karena kurangnya perhatian dan sosialisasi dari
pemerintah setempat pada saat pelaksanaan Sistem Informasi berbasis web. bahkan di beberapa
tempat sangat sedikit dan banyak yang kurang mengerti teknologi informasi. Namun,
tidakdapatdikatakankendalahanyaterdapat pada kalanganusialanjut. Ada juga kendala yang
terdapat di KelurahanSekardangan, yaitusistem web sering error karenakurangnya update
daripihak operator, dan juga
kurangnyasosialisasidaripihakKelurahanSekardangankepadamasyarakat.
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Selain itu pada Website di Kelurahan Sekardangan masih belum optimal untuk pemanfaatan
teknologi informasinya, informasi yang disajikan tidak aktual (up-to-date) hanya menampilkan
struktur pemerintah desa. Tidak adanya informasi yang menunjukkan tentang pengembangan desa
seperti program kerja, event ataupun laporan dana desa yang dikeluarkan berbentuk fisik.
Harusnya tersedia Informasi berbentuk fisik yang melabelkan bahwa pemerintah desa berjalan
dengan baik dan bagaimana mestinya, apalagi sistem informasi desa yang berupa website, yang
mana dalam era ini merupakan suatu keharusan seiring perkembangan teknologi dan pengaruh
zaman. Website desa tersebut berguna untuk memberikan informasi kepada semua orang
khususnya masyarakat setempat agar sama-sama mengetahui apa saja yang sudah dilakukan
pemerintah desa. Karena melihat bahwa kinerja pemerintah desa akan berimbas kepada nasib
warga desa dan perkembangan desa tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektif Sistem Informasi Desa (SID) dalam
meningkatkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan efisien. Lokasi penelitian berada di Kantor
Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

  Metode  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode kualitatif yaitu, penelitian yang
bersifat menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori[11].Lokasi
penelitian ini berada di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pengamatan (Observasi), yaitu
pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mengamati situasi dan peran pemerintah,
Wawancara (Interview) dengan Kepala Lurah Kelurahan Sekardangan bapak Amat,dan Operator
desa Ibu Ayu Putri yaitu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi
maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dijadikan suatu kesimpulan,
Dokumentasi dengan alat elektronik seperti kamera hp, adalah kegiatan untuk memperoleh hasil
dokumen atau gambar dengan menggunakan alat elektronik agar peneliti mendapatkan bukti atau
dokumen untuk membantu menyelesaikan penelitian. Fokus penelitian ini didasarkan pada jenis
teori Teori Martani dan Lubis (1987)yang terdiri dari 3 Indikator yaitu: 1) Pendekatam Sumber
(resourceapproach), 2) Pendekatan Proses (processapproach, 3) Pendekatan Sasaran
(goalsapproach) Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu (1)
Data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung ke subjek penelitian
yang dipilih dengan atas dasar orang-orang yang terlibat langsung pada Efektivitas Sistem
Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo dan observasi ke lapangan, (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh yang
digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian. Berupa peraturan perundang-
undangan, literatur, dokumen, laporan, dan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti. Informan Peneliti adalah orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang ada di lapangan, dimana terjadi komunikasi
terus menerus karena informan adalah orang yang telibat langsung dalam kegiatan yang akan di
teliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan yaitu Kepala Kelurahan Sekardangan Bapak
Amat Adi Subhan dan Operator Desa Ibu Ayu Putri dan masyarakat yang terlibat di Sekardangan.
Teknik analisis datadalam penelitian ini adalah terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data mentah yang dikumpulkan dalam
suatu penelitian, Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan,
transformasi data yang ada di lapangan langsung pada waktu pengumpulan data dimulai sejak
peneliti memfokuskan wilayah penelitian, Penyajian data, adalah suatu informasi yang
memungkinkan dapat menarik kesimpulan secara sistematis dan logis agar makna lebih mudah di
pahami, Penarikan kesimpulan, merupakan awal pengumpulan data untuk melakukan pencatatan,
pernyataan, arahan sebab akibat dan berbagai proporsisi sehingga dapat menarik kesimpulan dari
temuan data[12].

  Hasil dan Pembahasan  
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  A.  Efektivitas Sistem Informasi Desa  

Dalam penelitian ini terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas, antara
lain yaitu 1) Pendekatan Sumber (resourceapproach) yaitu mengukur efektivitas dari input.
Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik
fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2) Pendekatan proses
(processapproach)yaitu untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua
kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. 3) Pendekatan sasaran
(goalsapproach)dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk
mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana[13].

Efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah
hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing¬masing organisasi dan keragaman tujuan
organisasi itu sendiri adapun 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi,
yaitu :[10]

  1.  Pendekatan Sumber (resourceapproach)  

Kelurahan Sekardangan membangun desa yang pintar melalui konsep yang mereka terapkan,
dengan melihat situasi perkembangan zaman yang mengharuskan membuat suatu perubahan yang
mengikuti alur zaman, seperti memanfaatkan teknologi sebagai inovasi. Kelurahan Sekardangan
menerapkan Sistem Informasi Desa dan terbukti mereka mampu membuat suatu perubahan, dan
mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten sebagai pengelola website terbaik dengan
informasi-informasi positif yang disampaikan. Maka dari itu Sistem Informasi Desa harus
diterapkan oleh Pemerintah Desa di Indonesia untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat.
Kelurahan Sekardangan ini mempunyai suatu cara untuk mengukur sejauh mana sistem informasi
desa berjalan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

  a.  Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi yang
berkaitan dengan Operator Kelurahan Sekardangan selaku yang menjalankan Sistem Informasi
Desa (SID). Kemampuan Operator Kelurahan Sekardangan dalam menjalankan Sistem Informasi
Desa (SID) sangat dibutuhkan karena keefektivitasan sistem ini terlihat jika pegawai mempunyai
kemampuan dan kompetensi yang mumpuni dan paham terkait pengelolaan sistem aplikasi
tersebut. Sumber Daya Manusia yang berperan dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa di
tingkat desa terdiri dari Kepala Kelurahan sebagai pelindung, Sekretaris Kelurahan sebagai ketua,
dan Operator Sistem Informasi Desa sebagai kelompok kerja.

Pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan demi mencapai informasi yang
cepat dan tepat[14]. Pegawai pemerintah yang menjadi operator diharapkan mampu memberikan
kinerja yang baik dan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kelurahan, seperti memberikan
informasi yang akurat pada Sistem Infromasi Desa (SID). Sebagai operator Sistem Informasi Desa
(SID) harus dapat selalu memberikan informasi yang cepat dan tepat, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat seperti informasi terkait pelayanan publik. Hal tersebut sudah menjadi
tugas operator untuk menunjukkan kinerja dan kompetensi mereka sebagai pengelolah Sistem
Informasi Desa (SID) yang baik. Operator Sistem Informasi Desa (SID) :

  “Adanya Sistem Informasi Desa (SID) masyarakat Kelurahan Sekardangan merasa nyaman dan
puas dengan Pelayanan yang sudah diberikan. pelayanan umum, pengaduan dan konsultasi, front
office. Operator Kelurahan Sekardangan selalu Dalam tenaga pelayanan tentunya operator selalu
siap di bidang apapun. Operator sudah ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan bidang
mereka, Setiap pelayanan ada petugasnya masing-masing seperti siap dan terbuka untuk
masyarakat yang membutuhkan pelayanan selama jam kerja berlangsung”  
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Dari penjelasan KepalaKelurahandi atas dapat disimpulkan bahwa kinerja para perangkat
kelurahan dalam menjalankan Sistem Informasi Desa (SID) sudah baik dari segi keaktifan dalam
mengoperasikan Sistem Informasi Desa dalam pelayanananya. Keyakinan masyarakat terhadap
perangkat Kelurahan Sekardangan dapat dilihat dari kinerja yang baik dan keterbukaan. Perlunya
keterbukaan terhadap masyarakat agar tidak terjadi jarak antara masyarakat dan pemerintah desa.

Jabatan Tugas/Tujuan Kualifikasi
Pendidikan

Kinerja   Kompeten

Kepala Kelurahan Menyelenggarakan
urusan
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan

S1 1. Perencanaan, pembinaan,
pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan diwilayah
Kelurahan 2. Penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat di tingkat
Kelurahan 3. Pembinaan

Kerukunan,ketentraman, dan ketertiban
umum 4. Pelaksanaan Pemberdayaan

masyarakat 5. Pelaksanaan pembinaan
lembaga kemasyarakatan

100%

Sekertaris
Kelurahan

Membantu lurah
dalam
melaksanakan
tugas dan
memberikan
pelayanan teknis
administrasi
kepada seluruh
perangkat
kelurahan

S1 1. Penyusunan rencana, pelaksanaan,
pengendalian dan mengevaluasi tugas-
tugas Kelurahan 2. Menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan 3. Melaksanakan

urusan rumah tangga, protokoler,
upacara dan rapat dinas 4.

Melaksanakan urusan tata usaha
pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian pengadministrasian dan
perawatan barang-barang inventaris

Kelurahan

80%

Bendahara
Kelurahan

Melaksanakan
Pengelolaan
Keuangan

SMA 1. Melakukan penyiapan data dalam
rangka pelayanan rekomendasi mutasi

obyek pajak bumi dan bangunan 2.
Menyiapkan bahan untuk keperluan

penyusunan rencana kerja anggaran 3.
Melakukan pengelolaan administrasi

keuangan dan pelaporan
pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan

90%

Pengadministrasua
n Umum

Meningkatkan
Penyelenggaran
Tata Kelola
Pemerintahan yang
Efektif dan
Akuntabel dalam
Pelayanan
Kelurahan

SMA 1. Meningkatkan Pelayanan Menyiapkan
bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
pada Seksi Pemerintahan 2.

Meningkatkan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian di Kelurahan 3.

Melakukan Pembinaan RT, RW 4.
Melakukan monitoring tanah-tanah

negara dan aset Pemerintah Daerah 5.
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum

80%

Staff Adminitrasi/O
perator

Meningkatkan
Kinerja Pelayanan
Kecamatan

SMA 1. Menyiapkan bahan kebijakan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
pada bidang kesejahteraan sosial 2.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Memaksimalkan Sumber Saya

Anggaran dan Sistem IT yang ada 4.
Meningkatkan Pelayanan Administrasi

di Kelurahan 5. Memaksimalkan
Operasional dan Fasilitas Pelayanan

Kelurahan

90%

Table 1. Kinerja Perangkat Kelurahan Sekardangan  

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan masing-masing pegawai
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di kelurahan Sekardangan masih berada pada kategori sedang, yakni rata-rata tamatan SMA dan
keterampilan dan skill yang dimiliki aparatur pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan
kinerja diperoleh melalui pengalaman dan latihan atau sejenis pendidikan non-formal.Kelurahan
Sekardangan harus memberikan perhatian terhadap masyarakatnya sebagai penerima pelayanan.
Pelayanan yang baik dan keramahan sangat diperlukan. Seperti yang terjadi di Kelurahan
Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Adanya Sistem Infromasi Desa (SID)
menjadi pendukung berjalannya pelayanan administrasidesa, hal itu menjadi salah satu faktor
pendukung pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Pemerintah Kelurahan Sekardangan
juga memberikan perhatian terkait pemberdayaan masyarakat untuk menjadi lebih baik seperti
meningkatkan kualitas manusianya dan potensi yang dimiliki oleh kelurahan dikelola menjadi
tambahan penghasilan bagi kelurahan dan masyarakatnya.

  b.  Sistem Desa Berbasis Web 

Hadirnya program Sistem Informasi Desa membuat Kelurahan Sekardangan lebih intens
melakukan pengendalian anggaran, termasuk konsep anggaran yang digunakan dalam
pembentukan website kelurahan. Kelurahan Sekardangan menjadi salah satu Kelurahan di
Kecamatan Sidoarjo yang menerapkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Website tersebut
dikelola oleh Perangkat Kelurahan Sekardangan. Pemanfaatan website sekardangan sebagai media
informasi untuk masyakat yang seharusnya memuat berbagai macam kegiatan atau aktifitas yang
ada di Kelurahan Sekardangan. Sejak diterapkannya Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten
Sidoarjo. Pengelolaan website kelurahan di kelurahan Sekardangan bergantung pada sumber daya
manusia, yakni perangkat desa itu sendiri.

Website digunakan sebagai media sistem informasi yang dapat digunakan sebagai sarana
pendukung bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan informasi terkait proses administrasi di
Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo mengenai pelayanan publik seperti pelayanan pada
Pemerintahan di Kecamatan Sidoarjo[15].Proses pelayanan informasi melalui website merupakan
wujud aplikasi sistem informasi dari Kelurahan Sekardangan. Tujuan sistem pelayanan informasi
melalui website yaitu untuk mempermudah akses informasi dan data terkait Kelurahan
Sekardangan[16].

Permasalahan pada Sistem Informasi berbasis Website di Kelurahan Sekardangan ini banyak
kalangan yang usianya sudah berumur belum sepenuhnya mengetahui teknologi. Seperti yang
disampaikan oleh operator Sistem Informasi Desa

  “Sistem Informasi Desa dikatakan belum efektif sepenuhnya, karena rata-rata media informasi
sekarang melalui online hanya diketahui oleh kalangan muda sedangkan untuk kalangan yang
sudah berumur atau yang lebih tua mengalami kesulitan dalam menggunakan Sistem Informasi
berbasis Web ini” 

Dari hasilwawancara diatas menjadi tugas utama pemerintah kelurahan untuk memberikan
informasi dalam melayani pelayanan terutama untuk kalangan yang lebih tua, agar bisa
menggunakan sistem berbasis web tersebut.Dengan sistem informasi yang aktual masyarakat luas
dapat mengetahui perkembangan informasi, karena keberhasilan sistem informasi berbasis web ini
adalah tujuan utama Kelurahan Sekardangan.Selain ituterdapatpermasalahan di masyarakat yang
disampaikanlangsung oleh salah satuwargaSekardangan.

  “ MengenaiSistemInformasiberbasis website inisayatidakmengetahuiadanyapelayananmelalui
online, karenaselamainisayajikainginmenguruskeperluanitulangsungdatang di Kelurahan. “ 

Hasil wawancaradiatasmenunjukkanbahwapihakKelurahanSekardangankurangbersosialisasikepada
masyarakattentangSistemInformasiberbasis website. NamunseiringdenganberjalannyawaktuKelura
hanSekardangansudahmengoptimalkansemaksimalmungkin pada sistemberbasis website ini.
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  2.  Pendekatan proses (processapproach) 

  Kualitas Pelayanan di Sistem Informasi Desa (SID) 

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara
pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia. Apabila layanan yang diberikan sudah
sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut
merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai
dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak
berkualitas[17].

Kualitas pelayanan dianggap baik apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang
diharapkan oleh konsumen, sementara jika melebihi apa yang diharapkan konsumen, maka dapat
dikatakan pelayanan sangat memuaskan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang
uptodate (aktual) dan dapat diandalkan kualitas pelayanannya[18].

Kualitas pelayanan dapat diukur dari perilaku pelaksana pelayanan apakah dalam memberikan
pelayanan sudah sesuai dengan aturan yang ada[19]. Misalnya, memberikan keramahan pada
konsumen dan membantu konsumen ketika mengalami kesulitan dalam menerima pelayanan.
Operator atau pegawai pada Sistem Informasi Desa (SID) harus mempunyai kualitas dalam
mengendalikan komputer dan sebagainya untuk mendukung kinerja para pegawai. Pada Sistem
Informasi Desa (SID) kualitas pelayanan yang diperlukan adalah harus selalu tanggap dalam
memberikan informasi dan komentar dari masyarakat terkait pelayanan dan informasi yang
diberikan[20].

Kelurahan Sekardangan ini sudah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) agar dapat
memberikan informasi yang aktual. Sehingga memudahkan dan memperlancar masyarakat yang
berkaitan dengan kelurahan. Kelurahan Sekardangan membuktikan bahwa sudah memberikan
pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat desa.Perangkat desa yang
menjalankan pelayanan publik selalu bersikap ramah terhadap masyarakat yang membutuhkan
pelayanan publik, dengan ini menunjukkan sudah idealnya pelayanan publik di Kelurahan
Sekardangan. Seperti yang dikatakan oleh Operator Sistem Informasi Desa.

  “Di Kelurahan Sekardangan ini sudah memberikan pelayanan yang baik dan membantu
semaksimal mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat sampai masyarakat merasa terbantu dan
merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.” 

Dari penjelasan operator desa diatas menunjukkan bahwa Kelurahan Sekardangan sudah
mendapatkan kepercayaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan menjadi salah satu
tujuan bagi pemerintah Kelurahan Sekardangan untuk selalu konsisten dalam memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang sudah diberikan oleh
masyarakat terhadap Kelurahan Sekardangan harus dimanfaatkan untuk membangun kelurahan
yang lebih baik lagi.

  3.  Pendekatan sasaran (goalsapproach)  

  Kepuasan Masyarakat 

Masyarakat pada umumnya mengharapkan pelayanan yang baik. Pelayanan yang buruk akan
menimbulkan citra negatif bagi pemerintah[21]. Kepuasan pelayanan yang diberikan oleh
Kelurahan Sekardangan akan dinilai melalui tingkat kepuasan masyarakat. Masyarakat
memberikan penilaian untuk menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kelurahan Sekardangan
sudah menyelenggarakan Sistem Informasi Desa (SID) yang mudah di akses dan dipahami,
sehingga membuat pengguna merasakan kepuasan dalam mengaksesnya. Oleh sebab itu kepuasan
pengguna Sistem Informasi Desa (SID) menjadi salah satu faktor penting bagi pemerintah Desa
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Sekardangan. Hal ini menjadi patokan keberhasilan pemerintah dalam membuat sistem tersebut.

Penyelenggaran pelayanan publik di Kelurahan Sekardangan saat ini bisa dikatakan cukup baik
dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) misalnya, dari segi pelayanan dan informasinya yang
cepat, tepat, dan efisien. Kelurahan Sekardangan mampu melaksanakan pelayanan publik dengan
baik dan memberikan informasi yang mudah di akses dan mudah dipercaya, pemerintah sudah
menjadi fasilitator bagi masyarakat desa. Hal ini bisa dibuktikan dengan survey kepuasan
masyakat, seperti yang dikatakan oleh operator kelurahan.

  “Selaku penyelenggara pelayanan punya survey kepuasan masyarakat di desa Sekardangan
mendapatkan nilai kepuasan 98.93 yang dikategorikan sangat baik jadi masyarakat merasa puas.
Setiap tahun pemerintah desa Sekardangan mengevaluasi pelayanan publik yang dinilai langsung
oleh Kemenpanrb.” 

Figure 2. 

Dapat disimpulkan dari masyarakat terhadap kinerja Kelurahan Sekardangan dalam melaksanakan
tugasnya sebagai penyelenggara Operator Sistem Informasi Desa. Dengan ini Kelurahan
Sekardangan sudah baik dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat masyarakat puas atas
kinerja pemerintah. Kepuasan masyakarat menjadi hal yang cukup penting karena dari hal tersebut
dapat dilihat bahwa kemampuan dari pemerintah kelurahan dalam melaksanakan kewajibannya
sudah baik.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sekardangan sudah sesuai dengan standart
operasional yang ada, seperti kepuasan masyarakat sangat diutamakan oleh pemerintah dan selalu
tanggap dalam melayani masyarakat. Hal tersebut terbukti dalam hasil wawancara yang dilakukan
kepada masyarakat yang ditemui pada saat mengurus keperluan di Kantor Kelurahan Sekardangan
:
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  “Pada saat saya ingin mengurus  surat keterangan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) sikap yang
ditunjukkan oleh Operator Kelurahan Sekardangan sangat memuaskan dalam memberikan
pelayanan yang sigap dan cepat sehingga kami sebagai masyarakat merasa puas atas kinerja
perangkat desa” 

Jika dilihat dari pendapat diatas perangkat Kelurahan Sekardangan sudah memberikan pelayanan
publik yang sangat baik, sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja yang sudah diberikan. Dan
juga perangkat kelurahan sudah membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Hal
ini bisa disimpulkan bahwa Kelurahan Sekardangan sangat mengutamakan kepuasan masyarakat
dalam mengurus suatu keperluan. Kewajiban pemerintah desa sebagai penyelenggara yang
mempunyai tugas penyedia pelayanan publik seharusnya memberikan kebutuhan yang terbaik
dalam hal tersebut. Diharapkan Operator Sistem Infomasi Desa di Kelurahan Sekardangan mampu
mempertahankan kepuasan kepada masyarakat terkait pelayanan yang sudah diberikan.

  B.  Kendala Efektifitas Sistem Informasi Desa 

Upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan di tingkat desa terus dilakukan, salah satunya
adalah melalui perbaikan sistem informasi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, mewajibkan pemerintahan desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa
(SID)[22]. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa manfaat dari penerapan SID bagi
desa yaitu mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan, mamanfaatkan data
desa, dan mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa. Meskipun penerapan SID di
desa memiliki banyak manfaat, namun terdapat kendala dalam beberapa faktor. yaitu faktor
internal tantangan dari dalam (dari dalam desa)[23].

1. Kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi di Kelurahan Sekardangan.
Perangkat pemerintah kelurahan harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat desa
mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Desa. Hal ini akan menyebabkan masyarakat desa yang
pada awalnya tidak peduli mengenai Sistem Informasi Desa akan menjadi lebih peduli. Saat ini
banyak masyarakat desa yang tidak tahu mengenai data-data yang ada di desa. Keterlibatan
masyarakat harus ditingkatkan khususnya dalam hal pembaharuan data-data administrasi desa
seperti data penduduk desa dan data profesi penduduk desa. Semakin tinggi keterlibatan
masyarakat dalam hal pembaharuan data-data administrasi desa, maka semakin tinggi akurasi data-
data tersebut. Pemerintah desa harus secara aktif mengajak masyarakat desa untuk peduli pada
website yang disediakan oleh kelurahan[24].

2. SID hanya berbentuk SID fisik atau hanya menampilkan struktur pemerintah desa. Kurang
updatenya informasi yang menunjukkan tentang pengembangan desa seperti program kerja, event
ataupun laporan dana desa yang dikeluarkan berbentuk fisik. Harusnya ada Informasi berbentuk
fisik yang melabelkan bahwa pemerintah desa berjalan dengan baik dan bagaimana mestinya,
apalagi sistem informasi desa yang berupa website, yang mana dalam era ini merupakan suatu
keharusan seiring perkembangan teknologi dan pengaruh zaman. Website desa tersebut berguna
untuk memberikan informasi kepada semua orang khususnya masyarakat setempat agar sama-
sama mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa[25].

  Simpulan  
Dalam mengukur efektifitas suatu organisasi, dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Desa dalam
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima, Cepat, dan Efisien di Desa Sekardangan Kecamatan
Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Sistem Informasi Desa (SID)
di dukung oleh 3 indikator.

Dalam pendekatan sumber (resource approach) ditunjukkan pada sumber daya manusia yang
berkaitan dengan operator Sistem Informasi Desa atau yang menjalankan Sistem Informasi Desa,
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sudah memberikan kinerja yang baik dan sesuai apa yang ditentukan oleh Kelurahan. Namun
terdapat kendala pada Sistem Informasi Desa berbasis Website yang dimana masih banyak
kalangan yang usianya sudah berumur belum sepenuhnya paham dan mengetahui teknologi. Oleh
karena itu Pemerintah Kelurahan harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terutama
kalangan yang lebih tua agar bisa menggunakan sistem berbasis website tersebut. Dengan ini
dapat mengurangi pelayanan terhadap masyarakat secara langsung dengan bertatap muka.

Pada pendekatan proses (process approach) kualitas Sistem Informasi Desa (SID) dan kualitas
pelayanan Sistem Informasi Desa (SID) belum terlihat adanya kendala karena pada pelayanan yang
diberikan oleh Kelurahan Sekardangan selalu konsisten dalam memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat. Oleh karena itu kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat terhadap
pemerintah Kelurahan Sekardangan harus dimanfaatkan untuk membangun desa yang lebih baik
lagi. Sehingga masyarakat merasa terbantu dan puas dengan pelayanan yang diberikan.

Dan pada pendekatan sasaran (goal approach) dalam kepuasan masyarakat dibuktikan dari
penilaian masyarakat terhadap pemerintah Kelurahan Sekardangan sudah baik dalam menjalankan
tugasnya. sehingga membuat masyarakat puas atas kinerja pemerintah. Kepuasan masyakarat
menjadi hal yang cukup penting karena dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan dari
pemerintah kelurahan dalam melaksanakan kewajibannya sudah baik.

Dari 3 indikator tersebut dapat diurutkan yang paling efektif ada pendekatan proses, pendekatan
sasaran, dan yang terakhir pendekatan sumber. Pendekatan sumber berada pada posisi kurang
efektif
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